BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 23 TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, perlu menyusun petunjuk
pelaksanaannya;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Menara
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Menetapkan :

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi
dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,
Nomor O07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/
M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun
2017;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran,
pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara dan bumi melalui
sistem kawat, optic, radio atau sistem
elektromagnetik lainnya.



Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan
penyediaan dan pelayanan telekomunikasi
sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya
disebut menara adalah bangunan untuk
kepentingan umum yang didirikan di atas
tanah atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung
yang dipergunakan untuk kepentingan umum
yang struktur fisiknya dapat berupa rangka
baja yang diikat oleh berbagai simpul atau
berupa tunggal tanda simpul, dimana fungsi,
design dan konstruksinya disesuaikan sebagai
sarana penunjang menempatkan perangkat
telekomunikasi.

Objek Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang
untuk  menara  telekomunikasi  dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan
dan kepentingan umum.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau

Badan yang memperoleh pelayanan
pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Indeks Komponen adalah angka perbandingan
yang dinyatakan dalam presentase atau
desimal untuk mengukur perubahan biaya
berdasarkan variabel atau faktor tertentu.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.



Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu
untuk memberikan pedoman dalam pemungutan
retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pemungutan retribusi pengendalian menara
telekomunikasi serta untuk mendukung
terwujudnya kemandirian Daerah.

BAB II
PENENTUAN INDEKS
Bagian Kesatu

Komponen Perhitungan Penetapan
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 4

(1) Komponen penghitungan penetapan besaran
tarif retribusi meliputi :

a. pemanfaatan ruang;
b. keamanan; dan
c. kepentingan umum.

(2) Parameter komponen penghitungan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yaitu lokasi keberadaan menara
telekomunikasi dikaitkan dengan peruntukan
lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah.



(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Parameter komponen penghitungan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu ketinggian dari setiap menara
telekomunikasi.

Parameter komponen penghitungan
kepentingan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c yaitu jenis menara
tunggal/bersama dan jumlah penduduk dalam
desa sebagai lokasi menara telekomunikasi.

Komponen penghitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan
frekuensi pengawasan dan pengendalian
menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Indeks Komponen
Pasal 5

Indeks komponen dihitung berdasarkan hasil
perkalian antara bobot komponen dengan
skoring parameter komponen.

Indeks komponen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI
TERUTANG, DAN BATAS PENYETORAN

Pasal 6

(1) Masa retribusi ditentukan selama 1 (satu) tahun.



(2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
berkenaan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wuntuk menara
telekomunikasi baru terhitung sejak
diterbitkannya perizinan pendirian menara
telekomunikasi sampai tanggal 31 Desember
tahun bekenaan.

Pasal 7

(1) Saat retribusi terutang yaitu pada saat
ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Penentuan saat retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menurut keadaan objek
retribusi pada tanggal 1 Januari.

Pasal 8

(1) Batas penyetoran untuk setiap masa retribusi
ditentukan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterbitkannya SKRD.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menara
telekomunikasi baru batas waktu pembayaran
retribusi  tanggal 15 Desember tahun
berkenaan.



BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI, DAN KERINGANAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 9

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat
diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan
SKRD.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus
dibayar lunas.

(2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran
melalui Bendahara Penerimaan di Perangkat
Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di
bidang komunikasi dan informatika
menggunakan SSRD atau dokumen lain yang
dipersamakan atau ke Kas Daerah melalui
transfer antar bank.

(3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Huruf C dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9



10

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 11

(1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas
dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat
Teguran.

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh)
hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal
surat Teguran/Peringatan/surat lain yang
sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang.

(5) Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar dapat dilunasi melalui Bendahara
Penerimaan di Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi dan tugas di bidang
komunikasi dan informatika atau langsung
dibayarkan melalui Kas Daerah.

Pasal 12

(1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai
fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan
informatika mengeluarkan Surat
Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis
sebelum melakukan penagihan retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/
surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Huruf D dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



b.

Bagian Keempat
Keringanan
Pasal 13

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan
dan/atau permohonan keringanan kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi dan tugas di bidang
komunikasi dan informatika atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bupati dapat memberikan keringanan retribusi
atas permohonan yang diajukan oleh Wajib
Retribusi.

(3) Pemberian pengurangan retribusi dapat
diberikan paling banyak sebesar 25 % (dua
puluh lima per seratus).

(4) Bentuk dan isi SKRD keringanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf E dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 14

Tata cara permohonan pengurangan retribusi
sebagai berikut :

a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan
kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah
yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang
komunikasi dan informatika paling lama 2 (dua)
bulan sejak SKRD diterbitkan; dan

dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak

permohonan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai

fungsi

tugas di bidang komunikasi dan informatika

memberikan jawaban atas permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 15

11
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Ketentuan pemberian pengurangan retribusi
sebagai berikut :

a.

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai
fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan
informatika atas nama Bupati menetapkan
besarnya pemberian pengurangan retribusi; dan
pemberian  pengurangan retribusi hanya
diberikan sekali pada saat retribusi terutang.

BAB V
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar

)

daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang, Wajib Retribusi
memberitahukan secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi dan tugas di bidang
komunikasi dan informatika.

Berdasarkan  pemberitahuan dari Wajib
Retribusi, Bupati melalui Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi dan tugas di bidang
komunikasi dan informatika menerbitkan
SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib
retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati dengan tembusan
kepada Perangkat Daerah yang mempunyai
fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan
informatika.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai
fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan
informatika dalam jangka waktu 15 (lima belas)
hari sejak diterimanya surat permohonan
pengembalian sebagaimana ayat (1) harus
memberikan telaah dan kajian kepada Bupati.

(3) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang
retribusi  lainnya, kelebihan  pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

13
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(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2
% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VII

MEKANISME PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

Mekanisme  pencairan untuk  pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah terkait mengajukan
permohonan pengembalian atas kelebihan
penerimaan pendapatan daerah tahun
sebelumnya disertai dengan bukti yang sah
kepada Bupati dengan tembusan kepada
SKPKD;

b. Bupati menunjuk SKPKD untuk melakukan
verifikasi atas permohonan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Kepala SKPKD menyampaikan
kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan
pencairan;

d. berdasarkan persetujuan pencairan Bupati,
Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah (SPP-LSPPKD)
untuk proses penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D); dan

e. Bendahara pengeluaran PPKD melakukan
transfer atas pengembalian pendapatan daerah
tahun sebelumnya.

BAB VIII



SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak
membayar tepat waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi denda berupa
bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(2) Selain sanksi denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi
administratif berupa :

a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan
c. pencabutan tetap izin.

Pasal 20

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan
kepada penyelenggara telekomunikasi apabila
setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran
belum memenuhi kewajiban pembayaran
Retribusi.

(2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3
(tiga) kali.

(3) Apabila setelah teguran = ketiga/terakhir

sebagaimana  dimaksud pada  ayat (2)
penyelenggara telekomunikasi tidak
menindaklanjuti  teguran  dimaksud, Tim

Pengawas dan Pengendali Menara Telekomunikasi
15



16

(4)

(5)

(1)

(2)

memberikan sanksi berupa pemasangan tanda
peringatan tunggakan retribusi di lokasi menara
dan penyegelan pintu masuk menara.

Apabila setelah sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) penyelenggara telekomunikasi
belum memenuhi kewajiban membayar, Bupati
memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait
untuk  melakukan  perintah  penghentian
sementara kegiatan kepada Penyelenggara
Telekomunikasi.

Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) penyelenggara telekomunikasi belum
memenuhi kewajibannya, Bupati memerintahkan
Kepala Perangkat Daerah terkait untuk
melakukan pencabutan tetap izin.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Masa retribusi tahun 2017 terhitung sejak
berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pembayaran Retribusi berdasarkan masa
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat tanggal 15 Desember 2017.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd

HASTO WARDOYO

17



Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 23

18
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& B. BENTUK DAN I5] SKRED

PEMFERINTAH KABUPATEN KULON FROGO SURAT KETETAPAN RETRIBUSI | Momor Urut
“NAMA SEFD YANG MEMBIDANGI URUSAN DAFRAH (SKRD)
EKOMUNIEASI DAN INFORMATIKA™ RETRIBUSI PENGENDALTAN
J_____ Mo Kec Kulon Pregs Kede Pos ...... MENARA TELEKOMUNIKAST
Telepon (1274) . Fax (0274} T —s
[Hama Telp :
| Alamat Wajih Petribusi
| Alamat Objek Patribusi
[Eetinzzian Mepara
MEWED
[Batas Penystoman
AT

[FER -

2011 tentang Perius Pengandalion Merar Telehommikazi.

Undarg — Undang Momor 28 Talum 2009 tenfang Pajak Daerzh dan Betribusi Doerah.
Peramran Taerah Eabupaten Kulon Proze Homor.2 Taiun 2017 tentns Refribus Pengendalian Merara Telekomunikas.
Peraturan Bupati Exlon, Froge Momer. . Taiue J017 tepime  Petmjuk Pelzizanaan Peraturan Diasrah Momor & Talim

No Rekening Perhitungan Besaran Retribus Jumlah (Rp)

L - [FETRIEUSI PENCGENDALIAN MEXMARA TELEROAMIUNIEAS]
[Besamna Fetribusi o Fumilak Indeke: Komponsn @ Tarif Fetribusl

Terbilme : Mol Bapizh

[FEFFEATIAN -

1. Haap penyetoran dilslodean melehs mansfer ke Kas Daersh atss nama Bendshara Penerimean pada “SEFD yang
membidangi nruzan Komonilosi dan Informatils™ Kabopaten Kulon Progo, dengan somor relening - -
2. Eetentuan merseni. sapks adminisra:i dan tata cam pengaioam keberatan sebagaimana tercantum di balik SERT i

Foulon Progo,
Kepals,
irekur “bank yang ditusjui sebegai ks deerah” 2gar Panglat' Gal
2 pemyetoran unik keunhmgan rekening Pemegang NIF.
: Dizerah EKabupaten Kuloo Progo
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Ketentnan Sanlsi Administratif (Pasal 19 Peratoran Deerah Kabopaten Kulon Prose Nomer § Tahun 2011)

Dl hal Wajth Fetribusi tertenne tidak mesnbayar tepat walhenm ata kurans membayar, dikanakan sank=l adrinistratit t-em;::l

Tumgz sebesar 2 % (B2 per seranus) setap bulan dard Retribusl yans fergtans vang tidak atan kurans bayar dan ditagih
mengzuakan STRD

Eleterhan FKermpanam Betritusi (Perahran Bupeti Eulon Proge Momor .. Tahm 2017)

Pazal 13

1) Wajib Ratritus dapat mengajulen keberatan dan'atan parmeohonan keringanam kepada Bupati melalui Ezpala
SEFD yamg membidangl urnsan Homueikesi dan Informatika atas SEFD atan dobomen lain yang
dipersamalian.

(2) Bupati dapet memberikan kerinearan retrinsi at2: pennohonan yang diajukan ol=h Wajik Betribost

(31 Pemberian perguranzam retribuzl dapat diberikan paling bamyak sebesar 23 %% (duz pulub |ima per serams:).

Pazal 14

Tata Czra Permohonan Pengrangan Fetribnel seheeai bagot -,

(1) Wajih retribozi mensajukan penmehonan kepads Bupati melahy Espala SEPD yang membidang urusam
Eonmrikasi dan Informatikea paling lama 2 {dua) balan 2ejak SERD diterbitkan dam,

(2) Dalam wakto paling lama 4 (ewpat) bulan ssjak penmohonen diterima, Eepalz 3EPD vz membidangi
urusan Fomonikazi dan Informatika memberikcan jawabm atzs penmohonan dar Wajh Petribusi.

Pazal 15

Eetentian pesmberian penmrangan retibuzsi adalah sshagai bedior -

(1) Eepala 3EFD yang membidangi arusan Komumnika:] dan Infonmatika afa: namz Bupati menstapkan besanmya
pemiberian penguragan retribusi; dan,

(2} Pemberian penguransan retribuzi hanya diberikan s=kali pada saat retribusi terutang,
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C. BENTUK DAN ISI 53RD

FEMFRINTAH KAEUPATEN KULON PROGO | SURAT SETORAN RFTRIBUST (Moosar Uind
“NAMA SEPD FANG MEMEIDANGI TRUSAN DAERAH (35D
KOMUNIEASI DAN INFORMATIEA" RETRIBUSI PENGENDALIAN
D o Koc_ Hles Froge Keds Faor MENARSY TELFKOMUNIEAS
Tekepen (I274) o Fax. (02740 Maza
Retribiisi
i TN lelp

Alanaar Wajils Betribusi
Alanaat ddbjek Heiribusa
E.ctimggion Menam
NI HIT

Bates Menyeinram

I Kizar

Undaseg Momor 28 Tahin 2000 temang Pajak Doeerah dan Remibis Dacras

1. Usdang

Reinbusi Pemgendalian Memary

2. Peravean Deerah Kabapaten Kubm Proge Nomor 4 1%
l'elekpumikasi
L. Perateron Bupati Kubon Progo Nomaor ... Talioe 2007 tesiasg Pebanjuk Pelagsasann Peroturan Daeal Moamor 4 Tadae

2017 tentang Retmbisi Pesgendalian Memam Telek mpamikaosi

Tumlak
]

Eezaran Ratribusi

Ne Eekening

1 - Perbaiungan Besaran Retribust dalasn SEEY

lerbilang - Mol Bapiah

PERHATIAM :
Harap penyeiorasn dileoskan melalus mansfer ke Kz Daersh ata: nama Beadak
imembidanpi wrosan Komunikasi dan Infermatiks ™ Kabupaten Kolen Propo. dengan nemer rekenimp - -

ra Peaerimaan pada “SKPD yang

Kulom Prog,
Kapals,
E.epada ¥ih. ......5.........._.............
‘sngkac’ Gal
hrekbar "hamk yang dibamjuk sehagm kas deerah™ agar memerima Et.
e vy el ek keimtungon rekenisg Pemegang Kas Daeral
E.abupaten Bules Frogo
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D. EENTUE DAN ISI SURAT TEGURAN/FERINGATAN/SURAT LAIN

FEMFRINTAH KABUPATEN KULON PROGO “NAMA SEPD YANG
MEMEBIDANGI URUSAN KOMUNIEASI DAN INFORMATIEA™

M Mo, . Koo Kalea Props Beds Pos ...
Tekepon {0274} ... .. Fax. (B2 74).....

Homor [ e —————
{ nmp. - epedn -
Hal - Tequran | Pevingatan i
Di—
Berdasarkes Persfuran Daeral Kabepaben Kulon Proge Neeor 4 Talus 2007 jemiamg  Retribesi

Pengesdaliom Memara  Telekvommikasi, dengan ind kami benitabukan hada menara  telekomwmikosi yang
Bapak/lbaSaudars  diskan'miliki%aasal sampai saod ind belen membayar Retnbusi Pengendalian Menara
lelek oomanikoasi sesuai dengan Peraturas Daerah Kobupaien Kulon Progo Momoer 4 Tahun 3007 tersebat di atas.

el karena ite kami peringaikan agar Bapak/dhwSsadara segera mensbayar Retribusi Pengendalian
Mezara Telekomunikasi sesaal dengan Surat Ketetapas Retibusi Daeral (SKRDY melalud transfer avar bank atau
dengan menggpanakan Sumt Setoram Retribusi Daerah (SSRD) melalui Yhank vasg ditesjuk sehagad kas daerak™
atau meemalai Bendohama Peserinman pada “SKPD yang membidangi wnesan Komunikasi dan Infommatika™
Kahupaten Kuloa Progo setiap hari kenja

Dremakian gyrgg inl kami sampaikan, stas perbatiansya divcapkon terima kasil




E. BENTUE DAN IS] SERD EERTNGANAN

Alamat Wajibs Retribusi
Adama Dbjek. Retribusi
Ketinggian Menara
NFWEL

Haras Penyesooan

EUEAT EETETAPAN Momar Lirut
PEMFEINTAH
AMFMBMANGT . R
“MAMA SEPD VANG URTSAN EERINGANAN
EOATNIEAST - i
DAN INFORMATIE A FETRIEUSI FENGENDALLAN
N Ho. - Ker— Kolom Proge Heds Fas —— AFNARA TELFEOAMUNIEAST
Telepom (2T} oo Fax. 0T e WEsi
Hetmbusi
Moma lelp:

Thasar

Lelekomumikosi

I, Undang - Undang Momor 23 Tabum 3009 tentong Pajak Dacrah des Fetribusi Dserah
2, Peraturan Deerah Kabupates Kulen Proge Momor 4 Tabun 2007 sentang Retmbasd Pesgendalian Menars

Y Peraturan Bupati Kulgs fogn, Momor. ... Tabum 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah BMomor 9
Dizhay 2000 | temtasg Retribusi Pengendalian Mezara Tekkomunikasi

Ka Eelkening Perhitumpsn Beinram Recribuzi

Jumlak
(Ep)

RetribusiTensang : Besomyn Retribesi

1 - EETHIBLS] PENGEMDBALLAN MENARA TELEKOMUNIEAS]
PEesamya Bemmbus @ Junsdah bsdeks Baomponen x land Eetnbusi

Pemnberian pengurangas Kensgansm dan
Peznbebasan Retribusi Pengesdalian Mesara

Terhilang : Mol Rugpiah

PERHATLAN

. Harap penyeioman dilshukon melalui mansfer ke Kas Daerah atm: nama Bendahsra Peasrimaas pads “SEFD yang
meembidmnpi wruzan Kommaikasi dsn Informarilea™ Kabupaten Kulon Proge. dengan momor rekemizg -

. Eeteniuem mengenal sanksl adeinisirs dan mia cam pengajuat keberatan sebagarmana fercaning o Falife SkELY i
Kuloa Progo,
Eepsla,
Kepada ¥ia
Mhzelksur “hank yong ditunjuk sebagai kas doemh™ agor nsenesin e s e
. " . — o Pemmegang . Pangkst' Geol
jpenyvesoran wmtuk keuniungan rekening, Pensegang: Ko Doeraly NIE
Eabiiguiten Rk Progo b
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Letpbar disebalik KR Keringanan

Eecewmsn Sanksi 3dminizeragf (Pasal 19 Persrursn Daersh Kanpacen Kuolon Progo Nemor § Tabos 2011)
Dalam hal Wajib Betribush tementu tidak msembayar tepat waloweya atoo kureg, mesnhayar, dikesakam sanksi administratid
bengpa bunga sebesar 2 %, (dua per seraos) setiap bulas dan Retnibesi ggug. Jeniigug yang tidek atou burang hayar dan

ditagils dengan ienggunakion STRD

Eetenmasn Kerinprnan Retribazi (Passl 13 Perateran Bupati Kolon Proge Nemor ... Tabus 117)
(1} ‘Wajik Retribusi dopat sengajulan keberatan dandtatou permobonan kenzganan kepada Bupas melalui Kepala SKFD
g, eembidangi wnesan Bomunikasd dan Infoemecika ates SERD atau dokumes lain yang dipersamakan

i Hupati |I.+u| Bembenkan kanmezaan retribiizi ol pernabooan Y dajukon ok Wajeh Retnbisi
i1 Pemberian pengurangan retribusi dapat dibenian paling hanyak sebesar 25 % (dua puluh Jimg per semis).

—

Wates, 2 Juni 2017
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO
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